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BUPFATI SITUBONDCG

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO

NOMOR (?3 TAHUN 24014

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

Mcnimbamg

Menzingat

KABUPATEN SITHBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BRUPATI SITUBONDHD,

bahwa scsuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daersh dan penataan
kelembapasn di Kabupaten Situbondo, terdapat perabahan tugas dan
fungsi Naden Ketahanan Pangsn dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten
Sitabonde,

bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran iwi, Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badam
Ketshanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupalen Situbondo
sudah tidak sesusi lagi dalam perkembangannya schingga perlu digenti;
bahwa guna maksud sebagaimana buruf a dan b keonsiderae int, perlu
mengatar Urgien Tuges dan Fungst Badm Kotehanan dan Pelsksson
Pesyuluban Kabupaien Silubondo yang pelaksanpannya  ditetapkan
dengan Perataran Bupati.

Undang-Undang Nomor {2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrab Kabupaten dalam Linglmpgan Propinsi Jawa Timur {Lembavan
Negara Republik Indonesia Tabum 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undung Nomar 8 Tabun 1974 temang Pokok-pokok
Kepezowaion {Lembaran Megara Republik Indobesia Teban 1974
Nomor 53, Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor
3041) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undung Nomor 43
Tabun 1999 tentang Perubahan Atas Undanp-undang Nomor § Tahun
1974 tentang Pokok-pokuk Kepegawaian {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tumbahan Lambaran Negars
Republik Indongsia Nomor 3890}

Undang—Undang Nomor 17 Tshun 2003 ientang Keuangan Negora
{Lembaran Negara Republik Indoncsia Tshan 2003 Nomww 47,
Tambahan | embaran Mepara Republik Llndemesia Nomor 4286);
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Undang—{ndany Nomaor | Tahun 2064 teniing Perbendaheraan Negora
{Lembaran Wegars Republik  Indonesia Tabun 2004 Nomor 05,
Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomoe 10 Tahun 2004 tenteng Pemabeptulean Peraturan
Penmvdangyndanern (Lembaran Nepara Republic Indoncsts Taban 2004
Momwor 51, Tambahan [embaran Megara Republik lndonesz: Nomer 4389
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 temtang Sistem Percocanaan
Pembangynan Nasional { Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tombohan Lesnberan Mepora Republik Indeonesia
Noror 4421);

Undang—{Jndang Nomor 32 Tubun 2004 tentang Pemerintaban Dacrah
{Lembaran Negora Republik Indonesia Tabun 2004 MNomor 1235,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor 4437)
schagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2408 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momer 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahsm Daerab (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahem 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarsn MNegara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 1enlunyg Perimbangan Kevanpan
Artara Pemerintah Pisat dan Pemerintabon Dacraby (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2004 Womor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomer 4438);

Undang-imdang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sisiom Penyoaluban
Pertanign, Penkanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomer 92, Tambahan Lembsran Nepara
Republik Indoncsia Nomor 4660);

Peraturen Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama
dan Pemindehan Tempat Kodudekan Permerimahan Decrah Kabupaten
Panarckan (Lembaran Negara Republik  Indongsia Tahun 1972
Nomor 38;

Peralwan Pemenotah Nomor 100 Fahur 2000 tentang Pengangkatan
egawal Negeri Sipil Dalam Jabatan Strukturs]l (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Talwum 2000 Momor 197, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indomnesia Nomer 4018) sebagnimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Perasturan Pemeriniah Nomor 108 Tahun 2000 tenlang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam  Jabatan  Steuktural
{Lembaran Negara Republik [ndonesta Tahun 2002 NWNomor 33,
Tamibahan Lembaran Nogera Republik Indonesia Nomar 4194);

Perawuran Pemerintah Nomor 6& Tahun 2002 feniang Kotshanam Pengen
(Lembarun Nepare Republik Indoncsia “labun 2002 Nomor 143,
Tambaban Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4254);

Peraluran Pemerintagh Nomor 2 Tahun 2003 ienling Wewensng
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tembahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );

Peratvman Pemerintah WNomor 33 Tabun 2005 tentang Pemgeloisan
Keumngan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talum 2005
Momor 140, Tambaban Lemberan Negara Republik Tndoncsia
Nomor 4378},

Peraluran Pemermtah Nemer 79 Tahan 2005 tentang Pedoman
Pembinagn dan Pengawasan Penyclengparsan Pemeringahan Daerah
{Lembaran Mepara Republik fndoncsia Tabun 2005 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4594);
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Peraturan Pemerintah Nomeor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemeriniah, Pemerinluhan Deergh Propinsi, dan
Pemerimahan Daerah KabupatenKota (Lombaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomwor 82, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Momor 4737);

Perstorsn Pemeretah Nomer 41 Tehun 3007 tenbay Onpmrsas Peranghodt
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2087 Nomor £9,
Tambahan Lembaran Negam Repablik Indoncsia Nomor 47413;

Peraturan Menlen Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 fenlang
Pedoman Pengelolaan Keuanpan Dacrah schayaimana telah dinhah
dengan Persturan Menteri Dalan Negeri Nomor 59 Tabun 2007 toateng
Peubshan Atas I'eraturan Menteri Dalam Neger Nomer 13 Tahun 2006
lentany Pedoman Pengelojaan Kevangan Doerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukoum Daetah ;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomer 16 Tabun 2006 wniang
Prosedur Penmyusuman Produk Hfukum Dacrals
Peraturan Menters Dalam Negen Momor 23 Tabun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan Atas Penyclenpgaraan Pemenntah Daerah;

Peratitan Menteri Dalam Negenn Nemor 53 Tahun 2007 tentamg
Pengawasmn Peraturan Dacrab dsm Peraturan Kepala Daerah;

Perutnran Menteri Dalam Megen Nomor 57 Tahum 2007 temtang
Petunjuk. Tekmis Penataan Orpanisasi Perangkat Dacrah;

Peraturan Dacrah Kabuparen Situbondo Nomaor 2 Tabun 2008 tentang
Urnzsn Pemermtsivom Daerah Kabwpasen Siubondo (Lembaran Dacrh
Kabupaten Situbondo Tahum 2008 Nomeor 2);

Peraturan Daerab Kabopaten Simbonde Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan Orgamsast dan Tata Kerja Lombaga Teknis Daerah Kabupaten
Situhondo  (Lembaran Dagrah ¥Kabupaten Situbondo Tahum 2008
MNomor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN SITUBONDK)

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dulam Peramiran Bupati ini yang dimaksud dengan

f.
2
3.

Dacrah adalah Xabupaten Situbondo,

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Dewan Perwakidan Rakyatr Pacrah yang sclapjuteyva discbut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Situbondo.
Pemcrintah Dserah adalah penyelenggarann nrusan pemcrintahan oleh
pemerintahan Jacrah dan DPRD menunt asas otonomi dan lugas
pembaniuan dengan prinsip otonomi seluas-Tuasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Reopubbik Tndonesia sebagimana dissaksud
dalam Indang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1245,



3. Pemermtahan Dacrah adalah Bupati dan perangkat dacrah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahaa dasrah.

6. Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Dasrsh Kabupnten Situbonde.

7. Balwm Kelahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluban, yang selinjutoyn
disebut Badan @dalah Budan Kelahanan Pangan dan Peleksana
Pemy il Kahupaten Stibondo.

& Kepala Badan adalah Kcpala Badan ¥etashanun Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Kabupalen  Situbondo.

9. Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTH, adalah unsur
pelaksana operusional Badan

BAR 11
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal X

(i) Badan Ketehanan Pangan dan Pelakssmu Penyuluhon merupakan unsur
polaksena DPemerintah  Kabupaten &f bideng ketahanan pagen dam
bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

(2) Baldan Kelzhaman Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh
scorang Kepale Dadan yang borada di bawab dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretarts Daerah.

(3) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalarm menfalankan
tugasnya di bidang teknis administrasi dibinn dan dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerzh.

Pasal 3

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluban mempunyai tugas
membanty Bupati dalam rrelaksamakan bewennngan brdumg  Kcotahanan
Pangan dan bidang Penyuluban Pertanian, Perikanan dan Kehutanon.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas schbagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan

Ketatummnn Pangsn dan Polaksans Perryoluhan menyelenggarkan fengs: :

a.  perwmusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang ketshanan pangan
dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

b.  pemyusunan programa penyuluben dan program ketshunan pangan

kebupaten. yang scjalan dengan program kabupaten, propinsi dan
nEsional;

r.  pengorganizasian, pengendlalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tugas penyuluhan dan kelahanan pangan;

d.  pelaksanaan kegiatan ketatausshaan,

pelaporan hasil pelaksanaam tugas; dan

pelaksanakan tugas kedinasan lein yang diberikan oleh Bupati.

™

Pasal &
(1} Untuk mepetopken kebijakan dan straleyi penyuluhan Kabupaten,
Bupaii dibantu ofch Komisi Penyuluhun Kabupaten.
(2) Komisi Penywuhon Kahupaien mempunyat tugas memberikan masukam
kepada Bupati szhagai baban penyusunan kebifjakzn dun straegi
penyuluban Kabupaten.



(3}

Ketentoan  Ichih lanjt mengenal Komisi penvuluban Kabupaten
sehagsimana dvmaksed pada ayat (1) diafr lebib lonjut dengan
Peraturan Bupati.
BAB HI
ORGANISASL

Fasal 6

Orpunisasi Badan K ctahanan Pangan dan Pelaksana Pesyminhan terdiri dari

a,
h.

(1)

(2)

(3)

Kepala Badan.
Nekmetarta, mecTrbaweli ;

1. Sub Bampaen Umum;

2. Sub Bapan Kcouagan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Bidang K etahanan Pangam, membawahi -

1, Sub Ridang Ketersedizam dan Distxibusi Pangan: dan
2. Sub Bidang Koosumsi dan Pengendaiian Panpan.
Bideng Kajisn dan Sumber Daya Mumusia, moembawahbi @
1. Sub Bidang Pengkatian dan Pencrapan Telmology; dan.
2. Bub Bidanp Pendidikan don Pelatihemn,

Ridang Pelaksanaan Penyilahan, membeawahi :

1. Sub Bidang I"engembangan Kelembapgaan; dan

2. Sub Bidang Penyelenggaramm [Fenyuiuban.

Unit Pelaksana T'eknis Badan,

Kclompok Febwtair Fanpsional.

Pasal 7

Nekretariat dipirepin olch Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala
fNidmg yang musing-masing berada dibawnh dan bertanggung jawab
kepada Kepale Dirzs,

Masing-masing Sub Bagian dipiipio oleh Kepala Sub Bagion yang
berada di bawah dan bertanggmg jawab kepada Sckretaris.

Masing-masing Sub Bidang dipimpiz olch Kepala Sub Bidang yang
berada &i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepata Bidang,
BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSL
Bagian Kesatu
KEPALA BADAN
Fasal B

Kepala Badan mempunyai tuges memimpin, melakeksn koordinasi dun
penpendafian dolarn penyelenggaraan kegiaian dﬂ:ndang Kotabhanan Panpan
dan Mefaksam Penyulohan.



Bagian Kegdua
SEKRETARIAT
Pasal 9

Sckretariat mempunyai  tugas mombanin  Kepala Badan  delam
pengkoondinasian, penyusunan  program  dan pelaksamasn  cvaluasi
penyelenpgaramn tugns-iugas Bidang secara terpadu dan tugas pelavanan
administratif kepada sclurub satuan organisast dalam lingkungan Badan,

Pazal 10

Delam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seloetanat
menyelengyarakan fumgsi

a.

b.

T EE M e

(1)

(2)

pelaksapnaan {ata wsaha kantor, periengkapan, urusan rumah tangga
Badan, dan administrasi di lingkungan Badan;

penyusunan rencana kepiatan tabusan Badan:

pengkoordingsinn penyusupan program dan penyelengparaan tugas—
tbgas bidang secara ierpadie

penyiapan bahan evaluasi tugas—ugas bidang secara terpadu;
pelaksanaan wusan keuangan;

pelaksanasn urusan nmmm;

pelaksanaan urusan kepegawaian;

pelaksanasn kegiaton ketatsusahnan;

pelapozan hasil pefaksanaan tugas; dan

pclaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olch Kepala Badan.

Parasraf 1
Sob Bugian Umum
Pasal 11

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurof b angka
L, mempunvai tugas melaksanakan tata usaha amum.

Dalam melaksanakan rpas sehogarmesna dimaksed pada ayet (1), Sub
Bagian Umum menyelengyparakam (ungsi :

a. pelaksanaan wrusan rumah tangga dan pratokol Badan;

b. peclaksansan pengadaan kchutuban barang dan pengadministrasian
burang-barang keperlusn Badun dan perbekalan lain;

pelaksanaan vrusan surat — mepynarat;

rencataten Jdan pelaporan barang inventaris;

pengadasn dun pemelibaraan perlengkapan;

pembuatan laporan inventarisast barang (aset) Badan;
penyelengyaraan  tugas  kepegawaian  Badan  yang melipud
pngumpulon daa kepepawalan, pembuatan Dafiar Uit
Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyanghkut
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkar, muasi pegawai,
pengangkaton dom pernbeyheniion pepawo,

Penyelenggaraan kesgjahizraan pegawai;

Penvusunan Laporan Kepegawaian:,

pelaksannan ketatausahaan:

pulaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dun

= ofn
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{2)

(1)

(2

i. pelaksanaan tugas kedinasan fain yang diberikan oleh Sekretaris
sesietl denyan tugas dan fungsinys.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangam
Pasal 12

Sub Bagien Kenangan sebagaimana dimaksud dalam G huref b angka 2,

Toemptnyal wges melaksanakan ketatnrsabaan dan tata vsala kevangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1), Sub

Bagiun Kevangan menyelenggarakan fungsi :

a. peloksanaan adminisirasi kevangan Badan yang melipuii pembukuan
realisasi anggaran pendapatan dan belsnja Badao serfa pembeyaran
gaji pegawai,

b. penyiapan laporan pertenggungiawaban kevangan Badan,

c. wmyﬁmmmmwmmw

d. pelaksanaam Ketatausahaan;

c. pelaporan hasit pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

f pelaksanaan tupas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

Paragraf 3
Sub Bagian Perencansan, Eveiuasi dan Fefaporan
Pazal 13
Sub Begian Pevencanaan, Fvaluasi dan Polaporan sebagaimana
dimuksud dalam Pagal 6 huruf b angks 3, mempunya lugas perencanaan
legiatan, evaluasi dap pelaparan.
Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimakswi pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fangsi :
Penvusunan Renstra dan Renja Badan;
Menyusun RKA dan DPPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Penywsunan Budaya Kerja Badan;,
Penynsunan LAKIP Badan;
Penyusunan cveluasi kegiatan Badan;
pelakranaan  Penpawasan  Melekat [WASKAT) & lingkungan
Badan;
g Penyusman Laparan Penyelenggaman Porocrintaban Tracrah
{LPPDY;
h. pelaksanaan ketatamsabaan:
i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dao
j. pclaksansan tugas kedinasan lgin yang diberikan oleh Sekretaris
sesuaj denpan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
RIDANG KETAHANAN PANGAN
Pagal 14

o o fp P

Bidang Ketahsnan Pangan mempunysi tuges melaksmakan s Baden
Eetahanan Panpan dan Pelaksana Penyuluhan di bidung ketahanan pangan.



Fasal IS

Dajum melaksanakan tagas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Didany
Ketabanan Pangan menyelenugaeakan fungsi -

d.

=

L GO L

‘i-I-I

(1)

(2)

penyiapan bahan koondinasi den perumussn pengadaan, pengelodaan,
diswibusi pangan, das kerawanan pangan serta penganelosrssman
pangan;

pelayanzan tekmis dan adminisirasi di bidang ketahanan pangan;
pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan tanzman bergizy,
peoghitungen kebuluhin penduduk Kabupaten dan perhitungan surplus
produksi pangan;

pencatatan persediaan pangan penduduk Kabupaten;

pembinaan mutu hagil pertanisn;

petctapan pengeluaran dan pemasokon behan pangen saal hewan dan
hiedil pangan asal hewan;

pemamtanan, evaluas, dan pengawasan wmany: hahan pangan asal hewan
dan hasil bahan panggan asel hewan;

perbimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan
pangan;

pemamtanan, pembinsan, den peagawasan keadaan muty dan keamanan
produk-produk. pangan;

pcmantauan, pembinaan, dan  pengawasan  pelaksanaan  sistim
kewaspadasn panpan dan gizi;

penyuluhan dan gerakan penpanckarapaman produksi alahun pangan
borbasis sumber daya dem budaya lokat;

disfribugsi pangan serta bahan pangan;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelakeanaan legas, dan

pelaksanaan tugas kedimasan lnin yang diberikan oleh Kepala Dines.

Paragraf 1
Sub Bidang Ketcrsedizan dan Distribwmsi Pangan
Pazal 16
Sub Bidang Ketersedinan dan Dhisinbosi Pangan sehagaimans dimaksad
datam Pasal & hund ¢ ogks |, menpunyar s melsksambar
scbagian tugas Bidang Ketahanan Pangan di bidang ketersediaan dan
distribusi pangan.
Dralam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksid pada ayat (1), Scksi
Sub Bidang Ketersedizan dan Distnbnst Pangan menyelenggarakan
fimesi :
a. pengkajian ketersediaan dan distribusi punyan;
b. penghitungan Lkebutihan pangan penduduk Kabupaten dan
periitmgan surplus produksi pertanian;
¢. penetapan pengeloaran dan pasokan bahan pangan asal pertanian dan
hasil pangan asal hewan;
d. peloksanaan bimbingan pengadasn, pengelolaan, dan  distribosi
pangan dan bahan pangar;
¢. pelaksanaan bimbingae penerapan standart teknis pengadaan,
pengelolaan dan distribusi pangan seriz bahan pangan:
I pelaksanaan ketabneesham;



(1

(2)

g, pelaporan hasil pelaksanaan mgasnya kepada Kepmla Bidang
Ketabanan Pargan; dan

k. pelaksanaan tegas kedinasan lain yang diberikan oleh Kzpala Bidang
Keiahanan Pangan sesuai dengan Wgas dan fungsinya,

Paragrafl
Sub Bidang Konsumsi dan Pengendalian Pangan
Fasal 17
Sub Ridang Konsumsi dan Pengendalian 'angan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 heref ¢ angka 2, owempuoya bigas melaksanakao
sebayjun fuges Bidang Kerahanan Pangan di bidang pengeadalian
panpar.
Dalam mclaksanakan ugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Ridang K onsumsi dan Pengendalian Pangan menyelengzarakan fongsi :
a pe:mhlman irhadsp pemanfaatan dan  penyebarluesan  pangan
bergizs;
b. pembinnan peningkatan muty hasil pertanian;
c. penyuluhan don yerakan penganekaragaman produksi olehan pangan
berhasis sumberdaya dan bodaya lokal;
d. pcmnﬂmdmevn}uaai-pmgawmmhahmpmgmaml
hewan dan hasil bakan pangan asal hewan;
e pemanbaum!p&nggunaa;nbahmtamhahmpangandmmumm
keamanan produk-produk pangan;
{ pemmptauan, pombinagan, dan  pemgawasan  pelaksanaan
kewaspadaan pangan dan gizi;
g. meloksanakan analisis dan penanggulangan residu pada komoditi
hasil pertantan;
h. Melaksanakan kctatasahaan,
i. melsporkan hasil pelaksanasn tugusnya kepada Kepala Bidang
Ketahanan Pangan, dan

j. melaksanakan tgas kedinasan luin yang diberikan oleh Kepala

Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
BIBANG KAJIAN DAN SUMBER DAY A MANDSLA
Pasal 18

Bidang Kajian den Sumber Daya Manusia memupunyai hagas membani
K@aﬂmmwﬂmakmu@mmmm?mﬁn
Pelaksana Penyuluhan di bidang kujizm dan sumber daya manogie.

Pasal 19

alam melaksanakan figss sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1%, Bidang
Kajian dan Sumber Naya Manusia menyelengparakan fungs |

.

b
c.
d.
&

pelaksanasn penyusuman kajtan SDM dan materi penyuiuhan;
penyediaan, penyebaran dan pelaporan kajian SDM punyuluhon;
pelaksuman pengembangun sentra kammunikisi perabangunan pertanian,
pengelolaan Klinik Konsuhtasi Agribisnis (KEA);

pelaksanaan pengelolaan dokumentasi kegiatan  penyuluhan dan
pengkajian tekrobogi;



o

(1)

(Z}

10

F:mlaksanaanpcndxﬂ.tmdmpclahhan penyufuh pertanian dan petugas
pelaksanaan kegiatan ilmiah, seminar, gelar leknologi, temu tekmis,
tcknologi;

peluksanaan pengelofaan perpustakasn;

pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihat;

pelaksanaon kegiatan ketatansahazm,

pelaporan hesil pelaksaman fugas; dan

pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1
Sub Bidang Pcagkajisn dan Peserapas Teknelogi
FPasal 28

Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi scbagaimana

dimaksud dafam Pasal 6 huwaf d angka 1, mempunya tugas

meleksanakan sebagian fugas Bidimg Kajian dan Sumber Daya Manmsia

di bidang pengkajian dan penerapan tekmalogs.

Dalem melaksanskan tngss schagamana dimaksod pade ayar (1), Sub

Bidang Peomgkajian din Penerapan Teknologi, menyelenggarakan

fimgsi -

4 penyiapan, pefzksanaan dan membantu penghkajian serta penerapan
inpvasi pertanian, perikmman dan kehutanan;

b. penyispan dan prlaksgnaan  peogionpules, peogoliban  dae
penycbaran informasi, pembangunan pertamian, perikaman dan
k¢hutanan:

¢. penyiapan dan pelaksansan  pengembangan informasi  dan
kommnikasi pembangunan & bidang  penyuluban  pertamian,
perikanan dan kebwnanan;

d. pelaksanaan pengembangan sentra komwmikasi pertanian, perikanan
dan kehutanan;

e melaksaraken peageiolaan data agrockoststem dan basil kegiatan

penyuahihan;

pelaksanaan evatiask terhadap pengembangan komoditas unggulan:

p. pelaksanasn pengelolaan penyusunan rekomendasi teknologi spesifik
lokasi;,

h pelaksanaan tema  ilmigh, gelar teknolog dan  temu tekmis
penyuluhan;

i pelaksanaan bimbingan pocontohan usaha tani dax kanjasams
disiminasi teknologi;

j- pslaksanaan pengelolaan donkumentasi kegiatan pengkajian dan
pencrapan tekaologi ;

k. pelaksanasan supervisi, monitoring dan evalnasi penyelenggaraan

penyulihan;

pelaksanenn kefatausabaan;

m. pelaporan hasil pelaksenaen tugasnya kepacd Kepala Bidang Kajiun
dan Sumber Draya Manasia; dan

-

It
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n. pelaksanaan mgas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kajian dan Sumber Daya Munusia sesuai denpan bidang tugas dan

fungsinya
Paragraf 2
Sub Bidang Pendidikan den Pelatiban
Pasal 21

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihun sebagaimana dimakend dalem

Panal 6 horef ¢ angha 2, menmpunya tugas melakaarakan schagian tigas

Bidang Kajian dan Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan dan

pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padn ayat (1), Sub

Bidang Kctembagaun dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi -

a. penyiapm dan pelaksanaan asa pendidikan dan pelatihan:

b. pelaksanaan dan pembuntsn penyuluban scrta penpembangan

pelaksanasn kematan pelatihan/kursos bagi penyulsh dan petani;

pelaksancian penelitian sosial terapan di bidang penyuluban;

pelaksanaan pedidibian dan pelatihan bagt penyalub dan petagas lain;

pelaksanaan bimbingan pendidikan dan pelatihan pertanian pedesaan

swadava;

pelaksemaan stdi banding dan magang:;

pelak sanean Sekolah Lapang;

1, polahsamesan kotatensahann,

1 pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kajian
dan Sumber Diaya KManusia; dan

k. peclaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kajian dan Sumber Daya Manusia sesuai denpgan bidnng tugas dan
fungrinya.

-~

Lo o

Bagian Kclinas
BIRANG PELAKSANAAN PENYULUHAN
Pasal 22

Bidang Pelaksanaan Penyuluhan meompunyal tugas membanty Kepala Badan
dalam melaksunakin tupas Badan Ketahanun Pangan dan Pelaksamasn
:Tmmmmmmmmmpmmmmdm
ehrtanan.

Pasal 13

Dalam mclaksanakan tugas schagatmana dimaksud dalam Ifasal 22, Bidang
Peleksanaan Penyuluben memyclengparakan fungsi ;

a.
b.

pelaksanaan penyvuluban di tingkst Kabupaten;

pelakzanaan Survey Impact Peoint (teknis, sosial dan ekonomi) untuk
komeoditas penting:

penyusunan program  dan  1cncana  pengembangan  kolembagaan
penyuluhan;

pelaksanaan bimbingan penyusenan di tingkat Kecamatan;

peloksanaan bimbingan penyusimen den pelaksenaan Rencana Kerja
Penyuluh Pertanian (REPF);
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pelaksanaan koordinasi penyuluhsn di tnpkal Kecamaran;

pelaksanaan supervisi, monitoning dan cvaluasi terhadap peiakssnaan
program dan programa penyuluhan;

pelaksanagn penclitian sosial terapan di bidang pemyuluhan;

pelaksanaan pembinaon lembaga peaynluhan;

pelaksanaan pengembangan sistem penyutuhan spesifik lokalita;
pelaksanaan pembinaan kerju sama dengan kelompok kontak tani
andalan (KTNA] dan lembage swadaya masyarakat {(LSM);

pelaksamian pembinsan kemitrasn wsaha dan agroindustn  terhadap
lembaga tani,

pelaksunzan tumbuh dan berkambangnhya penyuluhan swadaya;
pclaksanaan pemandunn dan evaluasi pengembangan sumberdaya
penyuluban:,

pulaksanaan bimbingan kewirauszhasn dan penggumasn sarsha usaha
petani;

pelaksanuan kegiatan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tegas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lan yang, diberikon steh Kepala Badan,

Parugraf 1
5ub Bidang Pengembangan Kelembagaan
Pasal 24

Sub Bidang, Pengembangan Kclembagaan sehagaimena dimaksud dalam

Pasal 6 huruf e angka |, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tegus

Bidanp Pelaksansan Penyuluhan di bidang pengembangen kelembagasn.

Dalam meluksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bidang Pengembangan kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

4. pemyusunan program dun rencana pengembangan kelembagaan
penyuluhan;

b. pelaksanaan persbinasn fembaga pepyuwluban;

c. pelaksapaan tumbub, kembang dan evaluasi keberadaan lembaga
tani;

ipe]aksanaansmvi&c&anevalm:sitertndapkmiﬂanlmhuga
penyuluhan;

e pelahmpcnﬁmiﬂjasmdemgaﬂkdmp&kﬂnmkm
andalan (KTNA) dan lembaga swadaya masyarukat (LSM),

f. pelaksanaan pembinaan kemitraan usaha dan agroindustri terhadap
lembaya tani;

g, pelaksanaan bimbingan penmmbaban Pusat Pelatihan Pertanian dan
Pedesaan Swadaya (P45)

h. pelaksanaan fumbuh, kembang penyuluhan pertanian swadays;

i. peclaksangan pomanduan dan evaluasi pengembangan kelembagaan
pen ;

j. pelaksanaan bimbingan kewimusahaan dan penggunaan sarana uszha
putani;

I. pelaksanaan ketuisnsahaan;

m, pelaporan hasil pelaksansan tugasnye kepada Kepala Bidamg
Pelaksanaan Penyuluban; dan

n. pelaksunaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelaksapaan Punybluhen sesuai dengan bidang tugas dm hmgsinya.
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Faragraf2
Sab Bidang Penyelengearasn Penyulohan

Pasal 25

(1) Sub Bidang Penyelenggaran Penyuluhan sebagaimana dimaksod dalam
Pasal 6 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebegian tugas
Bidang Pelaksana Penvuluban <1 bidang penyuluhan.

{4} Dalam melaksanalan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bidang Penyelenggarzan Penyuluhan menyelenpgarakan fungs) -

pelaksanaan, pembinaan, perencanagn dan perobantusn penyuluhan ;
pelaksangan brmbingan penerapan penvulvhan;

pelaksanaan pengawasan terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh
penyuluh swasia dan penyuluh swakarsa;

pelaksanasn pengem bangan sistem penyulihan spesifik okalita:
pelaksanaan pengelolaan perpustakann;

pelaksansan pengelolaan dokarmentasi kepiatan penyukean;
pelaksanaan supervisi, monitoring dan evalussi penyelenggaraan
penyuluhan;

relaporan  hasil pelaksanaan tagasnya kepada Kepala Bidang
Pclaksanaan Penyuluhan;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelaksanaan Penvuluban seguai dengan bidatip tugas dan fungsinve.

BAB Y

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo
Homor 6 Tabhuoe 2008 tentong Uramen Tugas dan Fungsi Badan Kolahoman

Pangan

dan Pelaksama Penyuluhan Kabupaten Situborkle dicabir dan

dinyatakan tidak berlaku.

Fasal 27

Peraturan Bupati ini mulai herlaku pada Lmygal diondangkan

Agar setiap orang dapat mengctabuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 13erita Daerah Kabupaten
Situbondo.
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